PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN PR
_ OGRAM B
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Scanned by CamScanner

GUBERNUR MALUKU,

a. bahwa dalam rangka memberikan

kepastian perlindungan kesejahteraan
sosial bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja diperlukan jaminan sosial
melalui kepesertaan Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;
bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Republik indonesia Nomor 5 Tahun
7013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor PER-24/MEN /Vi/2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan F’ff?gf am
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagl I'GIEagai
Kerja yang Melakukan Pekerjaan di nuka
Hubungan Kerja, maka dalam 1 g g,

, Program ba an
mendukung kepesertaan
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Mengingat

Scanned by CamScanner

penyelenggara Jaminan .
Ketcnagaker_laan, perlu mewajibkap Sosf}'al
atau perusahaan Ctiap
mcng,ikutscrtakan tcnaga kerjanya ggltuk
program BPJS Ketenagakerjaan; am
bahwa berdasarkan Pertimbag,
sebagaimana dimaksud dalam 1y, l’f,fan
dan huruf b, perlu menetapkan Perat,; a
Gubernur tentang Pelaksanaan Kew &jibi?l
Kepesertaan Badan Penyelenggyr,
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayqy
Pemerintahan Provinsi Maluku;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dagg,

2.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Nomor 20 Tahun 195§
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 29 18);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3201);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang BPJS Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468}
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10.

11.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004
tenitang Sistern Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456};

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jamingn
Sosial (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia .Nomor 5587_],
sebagaimana telah  diubah f.BI“a;Khl}'
dengan Undang-undang Nomor 9 Ta%tl,liri
2015 (Lembaran  Negara R*’;‘_P“ 519
Indonesia Tahun 2015 Nom}ge ubﬁ‘rz
Tambahan Lembaran Negara P
Indonesia Nomor 5679); (& Tubun
Peraturan Pemerinted PolC " program
1ms e Fenyelel;{g%:a sebadait}lana
Jaminan Sosial Tenaga K€t ) p;-aturan
telah diubah terakhir ieng%;h o 0013
Pemerintah Nomot R8 biik | Indonesia
(Lembaran Negara ReP
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12.

13.

14,

15.

16.

i

18.

Tahun 2013 Nomor 229 1,
; m
Lembaran Negara Republik |4
Nomor 5472); TU0nesjy
pPeraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2%
tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. 10
Peraturan Presiden Nomor 109 T;lhu
0013 tentang Pentahapan Kepesertaay,
Program Jaminan Sosial; "
Keputusan Presiden N omor 22 Tahun
1993 tentang FPenyakit Yang Timby
Karena Hubungan Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Nomor PER - 12/ MEN / Vl
/ 2007 tentang Petunjuk  Teknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
luran, Pembayaran Santunan, dan
Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga kerja;
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomo!
KEP-196/MEN/ 1999 tentang
Penyelenggaraan Program BPJS
Ketenagakerjaan Harian Lepas, Borongan
Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada
Sektor Jasa Konstruksi,
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER-24 /MEN/V1/2006 tentang Pedomarn
Penyelenggaraan Program Jaminan 508!
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yans
Melakukan Pekerjaan di Luar Hubunga?
Kerja yang telah diubah dengan Peratura?
Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tah_uﬂ
2013 tentang Perubahan Peratul ;r_l
Menteri Tenaga Kerja Nomor PE ;
24/MEN/VI/2006 tentang Pedom{'{
Penyelenggaraan Program Jaminan 50"5" g
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Ke1na L
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Melakukan P : a
Kerja: ekerjaan Di Luar Hubun gan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37

Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyl;t.sunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:

20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nc;mor
23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan B PERATURAN GUBERNUR TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN
PROGRAM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1
2.

B o o
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Daerah adalah Provinsi Maluku.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. o

Gubernur adalah Gubernur Provinst N_!ai_uku.

Walikota adalah Walikota di Provinsi I\fialu:zku.

Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Malulzil. .
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerp 3(; 10121’
selanjutnya disingkat BPKAD ad_ialah Badan Peng
Keuangan dan Aset Daerah Provinst Mah:l}u’:. Ceria Provinsi
Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga €1

Maluku. ,

Bank adalah P1. Bgllfi }I:da;lzlglt satu bentuk perlindungan
3 ial a 8- a » : - o p s , at

i Sto?c menjamin geluruh  rakyat d;”adfﬂ’ d‘:fan

sosial u%:: ukebutu.han dasar hidup Yang ayax

memern
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meningkatkan martabatnya menujy
masyarakat sejahtera, adil, dan makmur,

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagaye .
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagak et

; erjaan a(Jlda“‘
badan  hukum  publik  yang  dibentyy | alaj,

- iami u
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kth-lk
jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan Pt‘-nsiuﬁa'

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial °

_ . Keteﬂagakcrjaan
adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malyky.

12. Program Badan  Penyelenggara  Jaminan Sy
Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program Bpyg
Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah
yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang alau

sbagai akibat peristiwa atau
berkurang dan pelayanan sebag ' pe :
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, hari tua, dan meninggal quma. -

13. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pez}frnsizﬂ
Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan D?_Jerl L
Peraturan lainnya yang merupakan bukhor aziz atati
menyatakan sah atau diperbolehkannya Se€se Lediaten
badan untuk melakukan kegiatan usaha atau Kegl
tertentu. ] . 3 orang atau

14. Perizinan adalah pemberian legalitas keplada bent;k sin
pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik daiam
maupun tanda daftar usaha. _ — rangkaial

15. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan han pelayana®
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutu i rundang
pemberian izin sesuai dengan peraturall haan Ya"é
undangan bagi setiap orang atau perusd
disediakan oleh Pemerintah Daerah. i

16. Perusahaan adalah : L ataud Yo
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hu}fuflfa;-x, m%lh}:

berbadan  hukum, usaha perseorangt m'h]
persekutuan, atau "milik badan huku,::lnpck“rjifkir
swasta maupun milik negara yangqh atau 0%
pekerja/buruh dengan membayar w5 . yanb
dalam bentuk lain, ha-usaba mu:”g— A

b. Usaha-usal jal dan usahatwol o orall

“lzlputx?aiiapc:gzrus dan 1nc111|x'kt‘-'.|“l‘ﬂn

1, ;
Crwyg, oy
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fczngan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
ain.

17. Pengusaha adalah :

18.

19.

20.

21,

22.

23.

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang berada di daerah mewakili perusahaan
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf
b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau
Negara Indonesia.

Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, setiap orang,
termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling
singkat 6 {enam) bulan, vang telah membayar iuran.
Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan
oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Penyelenggara Daerah adalah peiabat daer'ah _yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, fian
pejabat lain yang fungsi dan tugas onoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya
disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termgsuk
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD] yang
melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi

peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan. o

Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya

PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan _

upah, tenaga kerja dan Program BP.IS Ketenagakerjaan.
»

disingkat
sebhagian

106

Scanned by CamScanner



24.

25.

26.

4t

28.

30.

31.

32.

33.

\. - wnmmvom,mbnﬁ
5mwwam mam_&p .u.mﬂw
Wn_wfmﬂ%ms pekerjaan guna menghasilkan t i M,P.uvm
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri Emcmz:.._w s

gk
masyarakat. . e e
Pekerja adalah sctiap orang yang bekerja dengan Menerin,

gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
Peserta Penerima Upah adalah pekerja vang bekerjq pog.
pemberi kerja vabw.mmnzmmma .Qmmﬂwr dan m&.rmd.m ..‘,u:w..w
bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara daeraly -
Peserta Bukan Penerima Upah adalah pember kens
pekerja diluar hubungan kerja atau pekeria mandin
pekerja yang tidak termasuk pekerja mandini yang vcrm.h,
menerima gaji atau upah.
Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Xess
adalah Orang yang bekerja pada setiap benmuk ussha
(perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah
termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kera selanjutiva
disingkat TKLHK adalah Orang yang berusaha sendiri atan
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan
kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada
ekonomi informal.
Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setis p orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain pada sekior jasa konstruksi vang melput
Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanii
Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 jugal
bulan. i h
Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga keria vang
bekerja pada penyedia Jjasa atau orang perscorangan untuk
melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam
hal ﬂm._nﬂ_ maupun kontinuitas pekerjaan  dengat
menerima upah didasarkan atas kehadiranmya Seoard
harian.
Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja vang beked
pada penyedia jasa atau orang perseorangan Ut
MM-M#:MEZ pekerjaan tertentu dengan menerima
._.n:mmmmm_. MM& mnWm volume pekerjaan satuan W,:.,,,f.: hera
Waktu Tertenty 5, JckcHa berdasarkan Peganiian
Perjanjian _Ams..nﬂ yang selanjutnya disebut Am:ww...
rja Waktu Tertentu adalah Tenaga Ket:

Ner
hoyd

.
3 vans
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

bekerja pada penyedia Jasa/perorangan tintuk
melakukan  pekerjaan  tertentu  dengan menen‘

upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertzia
dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakata:i

dalam_ hubungan kerja untuk waktu tertenty dan/atau
selesainya pekerjaan tertentu.

Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan  pekerjaan  konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta  pengawasan yang mencakup  pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan
Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada
pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun
swasta dan perorangarn. ‘
Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor sta Konstru_km
adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian
bagi tenaga kerja harian lepas, borongan_ dan perjanjian
kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa
ksi. . %
ggﬁfg:n Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat
JKK, adalah program BPJS Ketenagakegaan yang
\berikan lindungan bagi tenaga kerja terhadap
me%ﬂnbe e ie kecelakaan yang terjadi
resiko kecelakaan kerja, termasuk ke i Rt
dalam perjalanan berangkat Qan rumah menuju tempe
kerja dan pulang ke rumah dari tempat .kerj ?i;:invkat JKM,
Jaminan Kematian, yafng SEI?‘;]?;-Z}E;C‘}J i:ng lgemberikan
B BPJ% e ‘Tjkér'él terhadap resiko
perlindungan atas jiwa tenaga kal jn-a kecelakaan kerja
kematian yang diakibatkan bukan w5 b oo e,
dan berlaku selama tenaga kerja menjaci 10 )
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42. Jasa konstruksi a'dalah layanan _,iasa kony]
perencanaarn pekerjaan konstruksi, layanay
pelaksanaan pekerjaan koPstrukm dan layanan .
konsultasi pengawasan pc}sex jaan konstruksi.

43. Pengguna Jasa konstruksi ad.a]ah orang perseorangar, atay
badan sebagai pemberi tugas atau Pemiliy
pekerjaan /proyek  yang memerlukan layanan Sokn
konstruksi. o

44. Upah adalah penerimaan sebagian lmbalan_ dari pengusahg
kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telgh
atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atay
perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian
kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk
tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun
keluarganya.

45. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat
PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas
jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat
dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu yaitu :

(a) pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atall
sementara;

(b) pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam wakt
paling lama 3 tahun; dan

(c) pekerjaan tersebut sifatnya musiman.

46. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap 0rae
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan d'?]an?
bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang m_ehP.un
Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan P‘?’?aﬂ*}.ﬁ?
Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (18
bulan. -

47. '1~enaga Kerja Harian chas adalah Tenaga kenja ‘?3]’;’
bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangall ;;ilmﬂ
melakukan pekerjaan tertentu yang berubal_l*ubah Jengal
hal \fvaktu maupun Kkontinuitas pekerjaan Yl
menerima upah didasarkan atas kehadirannya

selt
harian.

48. k{\"-l i'i

flq . . ) Ixj
:ﬁaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja }r"f“g antuk
P a mrlyedla jaSu atau orang pcl‘S(’:Ol'ﬂ“g‘in
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49,

50.
S1.

92.

33.

o4.

S3.

96.

:qelakukan pekerjaan ‘tertentu‘ dengan menerima upah
didasarkan . atas volume }?Cke]jaan satuan hasil kerja.
Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang
bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk
melakukan  pekerjaan  tertentu dengan menerima
upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentn
dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan
dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau
selesainya pekerjaan tertentu.

Hubungan Kerja adalah Hubu ngan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  Kkerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah,
luran adalah Turan Program BPJS Ketenagakerjaan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi.

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah
Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang
meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan
tenaga kerja  tidak termasuk di dalamnya
keuntungan dan pajak-pajak yang {ercantum dalam
kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan
penyedia jasa konstruksi. .

Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah
adalah  Setiap kegiatan pembangunan  fisik  yang
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan  dan  Belanja
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99.

60.

’ apatan dan
Negara (APBN) dan Angglardn Pendap
Belanja Daerah (APBD) di dacr llk
Pekerjaan Jasa Konstruksi 1‘111-1
orang perseorangan adalah Keglat.em "
yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang
di daerah. . ‘
Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalahl peﬁt;i; r}:;jl'llf
ditunjuk dan atau ditugaskan untuk 1

laksanaan proyek/kinerja. .

gzxtuan Kerjz yPer);ngkajt Daerah/ Un_.it Kerja Peragg%ca;
Daerah yang selanjutnya disingkat S@D £ U_KPD a a}::l t
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangka
Daerah pada Pemerintah Provinsi maluku yang terkait
dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakez:;aaﬁn. _
Dinas adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan.

swasta dan/atau
pembangunan fisik
perseorangan

BAB 11
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan,
melipufi :

oo

(1)

(2)

Jaminan Kecelakaan Kerja;
Jaminan Kematian;
Jaminan Hari TLIB-; dan

Bagian Kedug
Kepesertaan
Pasal 3

Peserta program_BPJS Ketcnagaker_iaan terdiri atas -
a. peserta penerima upah; dan el |
b. peserta bukan penerima upah.
Peserta penerima upah sebagaimana o;
; i ; S ana dimaks O
(1) huruf a terdiri dari - taksud pada ayat
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(3)

(4)

()

(6)

{7)

(8)

penyelenggara negara/ daefit‘ia pemberi  kerja  selain

Pekerja yang bekeri e
daerah seb fgaimka?; gi?;li:k Sp];ﬁ:lnben ke-rja penyelenggara
meliputi : pada ayat (2) huruf a
a. calon pegawai negeri sipil;
b. pegawai negeri sipil;
C. pejabat daerah; dan
d. pegawail pemerintah non pegawai negeri (Honorer).
Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja  selain
penyelenggara negara/daerah sebagai ima
rajd gaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi :
a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
b. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
’I‘enaga; Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
a. tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk

waktu tertentu; dan
b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu

tidak tertentu.
Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {4}
merupakan tenaga kerja yang  bekerja sebagai

pekerja harian lepas, borongan, musiman atau
kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari
3 {tiga) bulan.

Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
tenaga kerja yang bekerja pada proyek phisik baik yang
dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana
bantuan luar negeri. - '

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud p
ayat (1) huruf b meliputi :

a. pemberi kerja; _ |
b. pekerja di luar hubungan kerja atau
dan '

c. pekerja yang tid

menerima gaji atau upah.

ada

pekerja mandiri ;

ak termasuk huruf b) yvang bukan
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’ BAB I11
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan Tenaga Kerja Dalam Hubungap, ..
& Pasal 4 BAD Kerja

(1) Untuk m.endaftar_kan tenaga kerja dalam Py
BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap Pe, gram
harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cah a
BPJS Ketenagakerjaan. ' ang

(2) Formulir BPJS Keten.agakquan sebagaimana gip, e
pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusahy kepada
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambgg.
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimany,
formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima
atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterimg oleh
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efeks
berlakunya kepesertaan.

(3) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
terhitung mulai sejak furan pertama dibayarkan pada
bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Pasal 5

(1} Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1}
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan
besarnya iuran Jaminan Kecelakaan  Kerja  sesud

dengan kelompok jenis usahanya dan
memberitahukan besarnya ijuran  Program BPJi
Ketenagakerjaan  yang harus dibayar 0l
Pengusaha.

| at
(2) Kelompok Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayd
(1) terdiri atas :

a. kelompok : 0,24 % dari upah sebulan;
b. kelompok IT : 0.54 % dari upah sebulan;
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c. kelompok Il : 0.89 % dari upah sebulan:
d. kelompok IV : 1.27 % dari upah sebulan; dan
e. kelompokV :1.74 % dari upah sebulan.

Pasal 6

(1) Apab.ila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap
dan juran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor
Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat
Kepesertaan dan Kartu  Peserta BPJS Ketenagakerjaan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan
belum lengkap, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan
formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.

(3) Sertifikat kepesertaan dan Kartu Peserta  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

a. pengusaha, berupa sertifikat kepesertaan; dan
b. tenaga  Kerija, berupa kartu  peserta BPJS
ketenagakerjaan.

Pasal 7

{1} Apabila terjadi perubahan data administrasi
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha  wajib
melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan.

{2) Perabahan data administrasi yang wajib dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam hal terjadi :

a. perubahan data perusahaan;

b. penambahan tenaga kerja;

c. pengurangan tenaga kerja Kkarena tenaga Kkerja
berhenti bekerja atau meninggal dunia;

d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan
susunan keluarga; dan

e. perubahan upah dan atau tenaga kerja.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan pada bulan terjadinya penambahan
dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan
terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
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.n sebagaimana dimaksud pada ayat
ra oleh Kantor Cabang BPJS Ke"ena[gla)‘k hat‘ug
. %

4) Pelap©
atnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 5
teria.. an
e]:l&dlnya

diterima
selambat—lamb

+ubahan. ) .
(3) Bc;am hal perubahan sebagaimana dimaksyq

(1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjagj risiki ayat

: ; : kerja. dan keluar an
dialami oleh tenaga ganyg 8
talnggunawab Pengusaha yang bersangkutan, Menjag;

Paragraf 2
Kepesertaan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja
Pasal 8

(1) Tenaga kerja di luar hubungan Kkerja dapat mengiky;
seluruh Program BPJS Ketenagakerjaan atay sebagian
sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

(2) Untuk dapat mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), setiap tenaga kerja di
luar hubungan kerja harus berusia maksimal 55 (lima
puluh lima} tahun.

Paragraf 3
Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

(1} Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (6] dilakukan selambat-lambatnya 2 {dua) hari sebelum
pekerjaan dimulai.

(2} Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar
satuan upah, dengan melampirkan fotocopy kontrak

Gl 2 na korlst‘rul'(si/ Surat Perintah Kerja. .

) ggﬁbﬂa terjadi  perubahan  kontrak kerja konstruks!
terdafa ?;Zu Perpanjangan  wakty pelaksanaan ya:ﬂig
i el dalam addendum kontrak kerja konstl'u};n’
kegintan/a ]igsa konstruksi melaporkan penye Sugu 0
W vitas dengan melampirkan fotokopi adden

rja konstruksi /Surat Perintah Kerja.
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Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8
dan Pasal 9, Pengusaha harus mengisi formulir yang telah
ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Turan

Paragraf 1
luran untuk Tenaga Kerja di Dalam Hubungan Kerja
Pasal 11

(1) Peng_uszjtha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya
menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib
membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya
kepesertaan.

(2) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga
kerja.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar
oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah
yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang
bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal
15 {lima belas) bulan berikutnya,

(4) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara
berurutan setiap bulannya maka Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh
iuran bulan Dberikutnya untuk melunasi kekurangan
iuran bulan sebelumnya.

{5) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat
memenuhi kewajiban membayar juran setiap bulan, tetap
wajib menyampaikan formulir data perubahan
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk
bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.

(6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4}, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasaj 15

(1} Dalam hal Pengusaha menunggak o
bulan maka pengusahg wajib m'r Sela,
dahulu Jaminan Kecelakaa_n cmt?ayar )
Kematian yang menjadi hak tenaga kep ael:]a_ dan |

(2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjao. ay
Jaminan yani menjadi hak tenags ken m%ngg

gusaha sebagaimana d; 3
Pengusaha gaimana dimaksyq Pada gy, Ta kebaqa

ketentuan  setelah Pengusahg rnenm){:tt (1)
yar

tunggakan iuran beserta dendanya_

{3) Permintaan pPénggantian jaminan yang menia.q:
kerja oleh Pengusaha kepada Kantorn}%i}bhak tenag,
Ketenagakerjaan sebagaimang dimaksyg pad?g Bpyg

(4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakeljaan wajib
benggantian  sebagaimang dimaksyg pada aj‘:fihay
selambat-lambatnya 7 (twjuh) hari kerja sejak d:ku 3,
pendukung dinyatakan lengkap. ep

Paragraf 2
Iuran Untuk Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja

Pasal 13

{1) luran Program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja di luar
hubungan kerja ditetapkan berdasarkan Nilai nomina)
tertentu yang dihitung berdasarkan  tarif furan
dikalikan penghasilan sebylan.

(2} Tarif iuran dan penghasilan  sebulan sebagaimana_
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri
Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor PER-
24/MENA/1/2006.

(3) Turan Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung
oleh peserta.

Pasal 14

{1) Pembayaran uran dapat dilakukan secara bulanan :511;
setiap 3 (tiga) hulan dengan menyetorkan lang
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kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melaluj
Penanggungjawab Wadah secara lunas.

(2) Pembayaran iuran secara langsung- oleh peserta kepada
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan  dilakukan setiap
bulan dan di setor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima
belas) bulan berjalan.

(3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari
peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada
bulan berjalan, dengan menyetorkan dana juran yang
dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang
BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga
belas) bulan berjalan.

(4} Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan
pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan
besarnya juran adalah 3 (tiga) kali juran bulanan yvang
dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan untuk
pernbayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 15

(1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih
diberikan masa pertanggungan selama 1 (satu) bulan
untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.

(2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan
jaminan program dapat memperoleh haknyva kembali
apabila peserta kembali membayar 1 {satu} bulan iuran
yang tertunggak dalam masa pertanggungan.

(3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap
bulan dan disetor selambat-lambatnya tangegal 15 {lima
belas) bulan berjalan.

Paragraf 3
Iuran Untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi
Pasal 16

(1) Besamnya luran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas
nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
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i kan
. }'&ﬂg dldasa?‘ . atas .
5 Besar nya ‘u,r.‘:'mk(mstmlwi sebagaimana dimaksyqg Nilag
( [Tﬂk kel.ld & .L.'ut' pada
e dalah sebagail berstt

3) . Konstruksi dengan  mnilai . |
( a) Peker’_laal{\,’ 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) S:mpax

¥ b
ge;f f,: (nol koma dua p'L'llLl]El empat persen) 23;2
nglai kontrak kerja kqnstruksz,
b) Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 (seryy,,

: ! 1) sampai dengan Rp 500.000.000,00 S
13$Sr1;§izh]mpiahlj}a sebesar penetapan iuran hur?;;”:
ditaml:;ah 0,19% (nol koma sembilan b&::la_s_peraenl dari
selisih nilai kontrak kerja kontruksi dikurang Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c) Pekerjaan konstruksi di gitas Rp 500.000.000,00 {limg
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,0q
(satu miliar rupiah) sebesar penetapan. iuran  padg
huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen)
dari selisih nilai kontrak kerja Konstruksi dikurangj Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d) Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00 {satu
miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00
(ima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada
huruf ¢ ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen)
dari selisih nilai kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

e) Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah)} sebesar penetapan juran pada huruf

d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan

selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp

5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah).

(4) Besarnya furan yang didasarkan atas  nila
komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satd koma

tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
b. Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma ug
puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 17
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(1) Pemungutan luran T '
konstruksi  milik Pemerq ¥ bekerjaan Jasa

. erintah p s 3 :
darl_ APBD dilaksanakan dengan z:::l} yang dibiayaj
a. Pejabat  Pelaksana Teknis Kegjatan (PPTK) dalam

menylapkan dokumen SPp Langsung (SPP-LS) untuk
permintaan pembayaran langsung kepada Penyed; Jas:
sel:;_tor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjiai kim;l:i
{&:Ei]iz al’:au surat perintal‘.! kerja, waijib meminta tanda

‘€pesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan
sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan: L

b. Dalam hal dokumen//bukti kepesertaan dan i'l_,tr‘an
program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak lengkap,
bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen
SPP-LS dimaksud kepada PPTK untuk dilengkapi;

c. Pengguna Anggaran (PA} dan / atau Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebelum memberikan persetujuan atas
pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib
memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap
SKPD.

(2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan lkatan Perjanjian
Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Wajib
memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga
kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan
Barang/Jasa sektor jasa konstruksi,

(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat oleh
pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan
mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu
ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/ Jasa sektor jasa

konstruksi.

BAB IIT
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN
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Pasﬁl 18

| mohon
e]ﬂkﬂkall permo an pe
g yo08 izin kepada SKPD g Sl
paeralt wajib m‘;ldf?lpukan Tekom, gk‘lp
ot ' Ketenagakerjaan  dgy per}da_si
g;esertaazra Kantor Cabang BPJS Kemna%&l{el'jaan];:;t
enyeleP&> . o , R
dilegals gan  yanNg melakukan Permg

p
Jah ha ; ak
Esfetiap pel”uﬁsfau perpanjangan 1zin _L.EE:pa e nggnaﬂ
2) engyl nerintahan Daerah  wajib melarmyy g
; taan BPJS Ketenagakeriqny 'k

fingst ® 1 eser
dasi kep Kantor cabang B-gari
enagakerjaan yang telah dilegalisir dan telgh e m‘flg
Kr?fb lapor ketenagakerjaail.
waj kepesertaan BPJS K.etenagakmjaan

komendasi
(3) E;:gajmana dimaksud pada ayat (1) dan ayy {2)
perisikan : ;. |
a.Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, bagi tenag,
kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang aty,

perusahaan ; dan
b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan progran

BPJS Ketenagekerjaan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

{1 P elanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalan
geaszgl 18 dikenakan sanksi administrasi bagi pemberi kerja
elam penyelenggara negara/daerah yaitu tidak mendapat

o) gz :l{ anan publik tertentu;
e mendapat pelayanan publik tertentt
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB VvV
PENAHAPAN KEPESERTAAN
Pasal 20

Pemberi kerja penyelenggara daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mendaftarkan pekerjanya
dalam program jaminan kecelakaan kerja, program
jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program
jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

Pentahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang
bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan
untuk program jaminan hari tua dan program pensiun
paling lambat tahun 2029.

Pasal 21

Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada
pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah
dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :

a. usaha besar;

b. usaha menengah;

¢. usaha kecil; dan

d. usaha mikro.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan
skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjanya
kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program
jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian,
program jaminan pensiun dan program jaminan kematian
secara bertahap.

Penahapan pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk ;

a, usaha besar dan usaha menengah wajib m'erlgEkuti
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan
hari tua, program jaminan pensiun dan program
jaminan kematian;
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wajib mcngil\_:uti. Program B
b usahé o kerja, progl Eu‘g. J«'_imman harj t'ugln‘"an
k(:v.clﬂkﬂ,an“-nan kematian 3-1"]1.. _ s d&n
prog™ mikro wajib rncrlglf.utl. Program amj
n kerja dan program Jaminan kematiq, ~ina,

; bagaimana dimaksg

; ka]a usahd sC . ud Pad:

w Delam D2 S pidang  usaha  jasa konstryyg * e
(1) beﬁiljakaﬂ tenaga Kerja harian lepas, borg }aqg
mempek :iman wajib mendaftarkan pve:kr:]_-j;.;m,a é‘flan,

tau mus e P \
BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 22

(] Pengawasan dan pemeriksaan  terhadap Kepatuhg,
‘pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada Pember
kerja bukan penyelenggara negara/daerah dﬂakukakaz

secara periodik dan teratur sctiap tahumn;
Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksyg pads

(2) & .
ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BRJS
Ketenagakerjaan dan Dinas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Bupati/Walikota di Provinsi Maluku dapat membuat Peraturan
yang sama dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Peraturan  Gubernyr ini mulai berlaku pada tanggel

diundangkan,
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Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juni 2015

GUBERNUR MALUKU
Cap/ttd

SAID ASSAGAF

Diundang kan di Ambon
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 10

Scanned by CamScanner

124

1




